




The problem of inequality in income distribution has for long been a
focus of research interest. There is also a highpossibility that this problem
is responsiblefor the social stress anddisturbances. Inorder to address this
issue, there is a need to approach it through the gini index both over time
and between regions, rural-urban,andalso betweengroups inorder to get
an empirical observation, particularly in provincial level of Java. We can
drawageneralconclusion that the inequalityinincomedistrilmtioninWest
Jam is low. In this connection, there is a tendency that the degree of
inequality ishighinareas the middleofdevelopment is relativelyhigherand
then in urban areas. Thus, development policies aimed at improving on
community income distribution should therefore, prioritize these areas.
Pendahuluan
Melalui Indeks Gini (IG),
distribusi pendapatan relatif bagi
penduduk secara keseluruhan





yang kecil, tetapi penting dalam
penyebaran; (2) indeks tersebut
memperlakukan perbedaan-
perbedaanabsolutsecarasamarata
dengan tidak mempedulikan di
mana timbulnya dalam spektrum
pendapatan: umpamanya pen¬




(3) indeks tersebut sangat
dipengaruhi oleh nilai rata-rata
yang dipilih untuk kelompok
pendapatan yang teratas (lihat
Dwight Y. King dan Peter D.
Weldon, EKI,1975).
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Kendatiadaberbagaikelemah-
an di atas, penggunaan IG dalam
penelitian-penelitian telah demiki-
an meluas karenakemudahandan
manfaatnya. Untuk itu, tulisan ini
memanfaatkan pula alat-alat uknr
distribusi pendapatan yang lain;
dimaksudkan agar pengandalan
pada sekumpulan ukuran akan
memberikandasar yang lebihkuat
biladibandingkandenganpengan¬
dalan pada hanya satu ukuran. Di
samping itu,perlupuladiungkap-
kan bahwa perhitungan IG atas
dasar data pengeluaran juga
memilikikelemahansebagaiproksi
pendapatanyakniakanmenghasil-
kan angka IGyang lebih kecilbila
dibandingkan dengan data dasar
daripendapatan.











dah, menengah, dan tertinggi).
Indeks Gini berada antara angka
"0" dan "1" yang masing-masing
menunjukkan "pemerataan yang
ideal" dan "ketidakmerataan yang
ekstrim". Jadi, makin besar IG,
makin tidak merata distribusi
pendapatannya, dan sebaliknya,
makin kecil indeks, makin kurang
ketidakmerataan pendapatan atau








distribusi pendapatan di Jawa
Barat melalui pendekatan indeks
ginidapatdilihatpadaTabel1.Dari
angka IG pada Tabel 1 dapat
diketahui bahwa distribusi
pendapatanrumah tangga diJawa





dan jika lebih dari 0,5 tergolong
ketimpangan "berat" (lihat Felix


















periode 16 tahun tersebut terjadi
proses turun naik ketimpangan
distribusi pendapatan, yang





0,340 pada tahun 19%). Perkem-
bangan sejak tahun 1980-1995
hampir bisa dikatakan konstan,
baru terjadi perubahan berarti
padatahun 1995-19%.
Beberapa penelitian tentang
distribusi pendapatan yang telah
dikerjakan para peneliti sebelum-
nya juga menunjukkan adanya
distribusi pendapatan yang
semakin terpusat pada
kelompok/elite tertentu. Hal ini
dianggap sesuatu yang wajar
terjadi di tengah masyarakat/




ekonomi dan distribusi pendapat¬
an, untuk kemudian sampai
dengan titik tertentu ketimpangan








Pergeseran angka Indeks Gini
Jawa Barat yang semakin me¬
ningkat memperlihatkan adanya






kan dengan kelompok penduduk
berpendapatan rendah. Hal ini
bukan berarti bahwa kita harus
menghambat percepatan per¬
tumbuhan kelompok penduduk
berpendapatan tinggi yang pada
umumnya padat modal dan
didukung oleh SDM yang tinggi




Upaya yang harus dilakukan
tentunya lebih diarahkan kepada
kelompokpendudukberpendapat¬
anrendahdenganjalanmeningkat¬






Dalam uraian di bawah ini
diutarakan perbedaan IG
berdasarkan pada daerah Dati II




an antardaerah ditunjukkan oleh
nilai IG setiap daerah tingkat II
yang ada di Jawa Barat, yang
didasarkan pada perhitungan




masih terbatas. Indeks Gini
tersebut diperlihatkan pada Tabel
2.
Dari Tabel 2 dapat diketahui
bahwa jika hanya mengandalkan
angka-angka tahun 1993-1995,
telah terjadi perbaikan dalam
distribusi pendapatan di Jawa
Barat,yangditunjukkandenganIG
dari 0,309 menjadi 0,299, kendati
sangat kecil perubahannya. Pada
tahunberikutnya(1996)perubahan
ketimpangan distribusi pendapat¬




di Jawa Barat yang relatif tidak
banyak berubah dari 1993-1995
secara rata-rata, ternyata bila
dicermati, IG setiap Dati II
menunjukkan beberapa gambaran
yang menarik. Paling tidak
diperoleh empat karakteristik
yaitu: (1) ketimpangan membaik
dengan perubahan yang kecil; (2)
ketimpangan membaik dengan
perubahan yang cukup berarti; (3)
ketimpangan memburuk dengan
perubahan kecil, dan (4)
ketimpangan memburuk dengan
perubahan yang cukup berarti.
Yang termasuk kategori (1)
meliputi13DatiIIyaituKabupaten
Pandeglang, Lebak, Sukabumi,
Cianjur, Garut, Ciamis, Kuningan,
Sumedang, Karawang, Bekasi,
Tangerang, Serang, dan
Kotamadya Bogor. Sementara itu,
yang tergolong kategori (2) terdiri
dari 5 Dati II yaitu Kabupaten
Bogor, Bandung, Tasikmalaya,
Indramayu, dan Subang. Dipihak
lain, kabupaten-kabupaten yang
termasuk kategori (3) sebanyak 5
Dati II yaitu Majalengka,
Purwakarta,KotamadyaBandung,
dan Kotamadya Cirebon. Selebih-
nya ada 2 Dati II yang termasuk


































JAWA BARAT 0,309 0,299





dari 70% Dati IImenunjukkan
distribusi pendapatan yang
membaik, dan hanya 8% Dati II
yangmemburukdistribusinya.
Biia dilihat IG-nya, kedua
daerah ini mencerminkan kondisi
distribusi pendapatan yang jauh
lebih baik dibandingkan dengan
angkaIGJawaBarat.Makadariitu,
analisisnya perlu dikombinasikan
dengan analisis berikut yang
berusaha memosisikan Dati II
dimaksudapakahberadadibawah
atau di atas IG Jawa Barat, yang
berarti lebih baik/buruk daripada
distribusi secara keseluruhan di
Jawa Barat. Untuk lebih cepat dan
mudah diketahui akan disajikan
dalambentukGrafik 1.
Dari Grafik 1 terlihat dengan
mudah bahwa pada tahun 1993





Bandung, Tangerang, Serang, dan
kotamadya-kotamadya: Bogor,
Cirebon,danBandung.Selebihnya,
17 Dati II lainnya lebih baik
distribusinya. Kemudian pada
tahun 1995 terdapat 4 Dati IIyang
lebih buruk kondisinya daripada
Jawa Barat secara keseluruhan
yaitu 2 kabupaten (Tangerang dan




Di antara ketiga wilayah
pembangunan di Jawa Barat,
wilayah pembangunan timur
mempunyai kadar ketidakmerata-
an yang relatif rendah atau yang
palingbaik distribusi pendapatan-
nya, yang ditunjukkan oleh IG
yaitusebesar 0,252padatahun1993
danpadatahun 1995turunmenjadi
0,242. Begitu pula halnya wilayah
pembangunan barat juga terlihat
sama kondisinya dengan wilayah
pembangunan timur yaitu
mengalami penurunan ketidak-
merataan dari 0,262 pada tahun
1993menjadi0,249padatahun1995
(Tabel 3). Lain halnya dengan
wilayah pembangunan tengah, di
samping memperlihatkan kadar
ketidakmerataanyangrelatif tinggi
bila dibandingkan dengan kedua
wilayah pembangunan lainnya,
juga memperlihatkan ketidak¬
merataan yang cenderung me-
ningkat yaitu sebesar 0,275 pada
tahun 1993 dan pada tahun 1995
sebesar 0,282. Halinimenandakan
bahwa di wilayah pembangunan
tengahdalamkurunwaktu2 tahun
terjadi ketimpangan pemerataan






































1. Kab. Pandaglang 6. Kab. Bandung





























Wilbang Barat 0262 0,249
Wilbang Tengah 0275 0282
Wilbang Timur 0252 0242
Jawa Barat 0,309 0299




Pada umumnya besaran IG
perkotaan di suatu wilayah lebih
besar daripada besaran IG
pedesaandiwilayahbersangkutan.
Hal ini berarti bahwa kadar
ketidakmerataan di perkotaan
relatif lebih besar daripada kadar
ketidakmerataan di pedesaan.
Kondisi umum ini juga tampak
jelas dari besaran IGpada tingkat
JawaBarat.IGdiperkotaansebesar
0,295 pada tahun 1993 dan 0,292
pada tahun 1995, sedangkan di
pedesaansebesar 0,254padatahun
1993 dan 0,236 pada tahun 1995.
Dengan demikian, baik di
perkotaan maupun di pedesaan
Jawa Barat terlihat adanya
perbaikan distribusi pendapatan.






duduk/rumah tangga di Jawa
Barat yang dibagi ke dalam tiga
bagian yaitu 40% berpendapatan
rendah, 40% berpendapatan




1995. Jika pada tahun 1980
kelompok 40% penduduk
berpendapatan rendah menerima




ke arah yang lebih baik. Bank
Duniamenentukanstandar bahwa
jika 40%pendudukberpendapatan
rendah menerima minimum 17%
dari GNP suatu negara, hal itu
termasuk "ketimpangan ringan".
Yang berarti bahwa posisi Jawa
Barattelahjauh lebihbaikataujauh
di atas standar penetapan Bank




berasal dari golongan 20%
penduduk berpendapatan tinggi.
Halinididukungdatabahwaporsi
20% penduduk Jawa Barat yang
berpendapatan tinggi, yang pada
tahun 1980 menerima 40,05%











Jawa Barat 0,309 0,299
Sumben BPS Propinsi Jawa Barat (Data
Diolah Kembali)
Memperhatikan rangkaian
angka-angka dari Tabel 5 tersebut
timbul pertanyaan, mengapa
waktu 15 tahun dengan berbagai
kebijakan yang telah dilahirkan,
yang berupaya memperbaiki
ketimpangan distribusi pendapat-
an seolah-olah tidak mempunyai
arti dan tidak mampu mengubah
sama sekali pola distribusi
Tabel 5
DistribusiPembagianPendapatan







1980 21,92 38,03 40,05
1981 22,27 37,95 39,78
1984 23,15 36,63 40,23
1990 22,46 35,61 41,94
1993 21,51 37,88 40,61
1995 22,15 38,16 39,70
Sumben BPS, berbagai laporan
pendapatan menurut ketiga
golongan tersebut.
Penelitian Dwight Y. King dan
Peter Weldon di Indonesia (Jawa)
menghasilkan kesimpulan bahwa
sedikit sekali terjadi perubahan
distribusipendapatanantaratahun
1963-1970. Di perkotaan terlihat
beberapa perubahan yang
konsisten, yang memperiihatkan
bahwa trend secara menyeluruh
mengarah ke ketimpangan yang
makin membesar dalam distribusi
pendapatan. Daerah perkotaan ini
paling tidak ditunjukkan oleh tiga
kota besar yaitu Jakarta, Bandung,
dan Yogyakarta. Dengan demiki-
an, terdapat konsistensi analisis
data ini bahwa kendati dalam
jangka waktu cukup panjang,
distribusipendapatantidakmudah
mengalamiperubahanpola.
Pemilihan wilayah Jawa Barat
ke dalam wilayah pembangunan
(wilbang) menimjukkan bahwa
distribusi pendapatan di wilbang
timur menunjukkan pembagian
yang lebih baik, 40% kelompok
berpendapatan rendah menerima
sebesar 25,25%. Sementara itu, di
wilbang barat sebesar 24,49% dan
di wilbang tengah paling kecil
yaitu 23,98%. Meskipundemikian,
posisi di tiga wilbang tersebut
masihlebihbaikdaripada posisidi
Jawa Barat secara keseluruhan
(lihatTabel6).Daritabelyangsama
terlihat ada pembagian yang
membaik bagi 40% golongan
berpendapatan rendah untuk




Persentase PembagianTotal Pendapatanper Kapita
menurnt Datl IIdanWilbang di Propinai DatiIJawa Barat
DisbibusiPembagian Oistribusi Pembagian
Pendapatan Tahun 1993 Pendapatan Tahun 1995
r\ciuuÿcueivr\uuaiwuya *
20%40% 40% 20% 40% 40%
Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi
Wilbang Barat:
Pandegiang 26,01 38,72 35,27 25,82 39,71 34,47
Lebak 27,36 37,93 34,71 25,72 41,11 33,17
Serang 21,33 36,59 42,08 21,94 38,57 39,49
Rata-rata 24,90 37,75 37,35 24,49 39,80 35,71
Wilbang Tengah:
Bogor 21,26 36,05 42,69 22,96 38,65 38,40
Sukabumi 24,46 39,17 36,37 24,22 40,89 34,89
Cianjur 25,11 36,71 38,18 25,76 38,90 35,35
Bandung 21,33 36,20 42,47 23,80 38,12 38,08
Sumedang 24,22 41,50 34,28 25,95 38,90 35,15
Subang 23,49 40,28 36,23 26,10 39,92 33,98
Purwakarta 25,24 43,06 31,70 25,23 41,95 32,82
Karawang 24,51 41,36 34,13 25,82 39,40 34,78
Bekasi 23,67 38,32 38,01 25,67 37,80 39,56
Tangerang 19,93 37,97 42,10 20,79 38,78 41,40
Kodya Bogor 21,72 35,57 40,53 21,66 39,07 39,56
Kodya Sukabumi 27,12 40,24 32,64 24,78 38,57 36,15
Kodya Bandung 21,94 38,31 39,75 21,17 38,57 40,25
Kodya Tangerang - - - 21,79 38,42 39,79
Rata-rata 23,38 38,98 37,62 23,98 39,20 36,90
Wilbang Timur
Garut 24,02 39,29 36,69 24,11 39,09 36,79
Tasikmalaya 25,59 38,21 36,20 26,68 39,45 33,87
Ciamis 23,32 39,61 37,07 24,23 40,12 35,65
Kuningan 22,50 43,83 33,67 26,67 39,80 33,53
Cirebon 28,58 39,39 32,03 26,07 40,10 33,83
Majalengka 26,15 40,67 33,18 26,26 40,27 33,47
Indramayu 24,34 37,09 38,57 25,86 39,40 34,73
Kodya Cirebon 21,31 38,66 40,03 22,19 36,19 41,63
Rata-rata 24,48 39,59 35,93 25,26 39,30 35,44






nwnunit IMiIdan Kota-Deaa<8 PropimiDatiIJamBarat
Distribusi Pembagian Distribusi Pembagian















Bogor 21,26 36,05 42,69 22,96 38,65 38,40
Tangerang 19,93 37,97 42,10 20,79 37,80 41,40
Bekasi 23,67 38,32 38,01 25,67 39,39 35,93
KodyaBogor 21,72 37,57 40,53 21,66 37,78 39,56
KodyaSukabumi 27,12 4034 32,64 24,78 39,07 36,15
KodyaBandung 21,94 38,31 39,75 21,17 38,57 40,25
KodyaTangerang - - - 21,79 38,42 39,79
KodyaCirebon 21,31 38,66 40,02 22,19 36,19 41,63
Rata-rata 22,42 38,16 39,39 22,63 38,36 39,14
Desa.
Pandeglang 26,01 38,72 3537 25,82 39,71 34,47
Lebak 27,36 37,93 34,71 25,72 41,11 33,17
Serang 21,33 36,59 42,08 21,94 38,57 39,49
Sukabumi 24,46 39,17 36,37 24,22 40,89 34,89
Cianjur 25,11 36,71 38,18 25,76 38,90 35,35
Bandung 2133 3630 42,47 23,80 38,12 38,08
Sumedang 2432 41,50 3438 25,95 38,90 35,15
Subang 23,49 4038 3633 26,10 39,92 33,98
Purwakarta 2534 43,06 31,70 2533 41,95 32,82
Karawang 24,51 4136 34,13 25,82 39,40 34,78
Garut 24,02 3939 36,69 24,11 39,09 36,79
Tasikmalaya 25,59 3831 3630 26,68 39,45 33,87
Ciamis 2332 39,61 37,07 24,23 40,12 35,65
Kuningan 2230 43,83 33,67 26,67 39,80 33,53
Cirebon 28,58 39,39 32,03 26,07 40,10 33,83
Majalengka 26,15 40,67 33,18 26,26 40,27 33,47
tndramayu 24,34 37,09 38,57 25,86 39,40 34,73
Rata-rata 25,43 39.39 36,05 28,30 37,14 34,94




tidak berlaku untuk wilbang barat





dalam dua kategori. Dengan
asumsiada 8DatiIIyangtergolong
kota (lihat Tabel 7), terlihat bahwa
pada tahun 1993 distribusi
pendapatan di desa lebih baik
karena 40% kelompok penduduk
berpendapatan rendah menerima
25,43%, sementara rekannya di
kota menerima 22,42% dari total
pendapatan. Demikian pula, 40%
masyarakatberpendapatanrendah
didesa pada tahun 1995menerima
bagian lebih besar (28,30%)
daripada golongan yang sama di
kota dan hanya sedikit mengalami
perbaikan dengan mendapatkan









kembangan indeks gini yang telah
dipaparkandimuka,secara umum
dapat disimpulkan bahwa ke-
timpangan distribusi pendapatan
di Jawa Barat tergolong ringan.
Kendati demikian, ada tendensi
derajat ketimpanganmeningkat di
wilayah pembangunan bagian
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